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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

-

PRESIDEN . S
REPUBLIK INDONESIA . - o e

NOMOR 41 TAHUN 1974
- TENTANG -
TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
DAN PEJABAT NEGARA

PRESFDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja
untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-
besarnya, maka d1pandang perlu meningkatkan pengha-
silan Pegawai Negeri dam Pejabat Nggara sesuai de-

ngan kemampuan keuangan Negara ;

bahwa untuk penyeragéman dalam pemberian tunjargan

dan penyederhanaan tatausaha keuangan Negara, dipan-
dang perlu mengintegrasikan tunjangan ‘kerja, ‘tambah- “
an tungapgﬂn kerja, dan tunjangan kerja khusus men- .
jadi satu macam tunjangan kerja ;

bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menca -
but segala ketantuan yang hengatur tentang tupjangan

~kerja, tambahan'tunjangan kerja; dan tunjangan kerja
" khusus, serta mengaturnya kembali dalam satu Peratur-
- dan . Pemerintah;

1.
“2.

Pasal 5 ayat (2} Undang-undang Dasar 1945 ;

Undang-undang quor'2 Tahun 1974 tentang Aﬁggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tzhun Anggaran 1874/
1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9, Iambahan

LY

Lembaran Negara Nomor 3022}

. Undang undang Nomor 8 Tahun 19374 tentang PDka*PGth

Kepegawaian - (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

’4‘6 Peratur&n I L N R I N B |
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Peraturan Pemerintah_meor'lz Tahun 1967 tentang Per-
aturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Tahun 1968 (PGPS - 1968) (Lembaran Nggara'Tahun 1967
Nomer 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833), seba-
gaimana teiah beberapa kali ditambah dan diubah, ter-

_akhlr dengan Peraturdn Pemerintah Nomepr 35 Tahun 1968

(Lembaran Negara Tahun 1368 Nomor 60) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Per-
aturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik In-

. donesia. (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 26, Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 2834) seb#gaimana telah be-

- - berapa kali ditambah dan diubah, terakhir dengan Per-

aturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 -(Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3020)

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Ke-
‘dudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 32, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 300?} ;

. Peraturan Pemerintah Newor 17 Tahun 1967 tentang Ke-

dudukan Kevangan Menteri Negara Republik Indonesia
(Lembaran.Nggara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan  Lem-
baran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa
kali ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1674 (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 17} :

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Ga-
ji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan XKetua, Wakil Ke-

‘tua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lenm-
baran Negara Tahun 1974 Nomor 18};

MEMUTUSKAN : .........




. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

o3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN XERJA BAGI PEGAWAI
' NEGERI'DAN PEJABAT NEGARA,

(23

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Kerja

sebesar 900% (sembilan ratus perseratus) dari gaji po-
kokrdi atas penghasilan yang berhak diterimanya berda-
sarkan Peraturan Pemerinfah Nomor 12 Tahun 1567 ten-

~tang Peraturan Gaji Pegawai Neégeri Sipil Republik Inm-

denesia Tahun 1968 (PGPS - 1968) (Lembaran Negara Ta-
hun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2833) sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan di- -

ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 1968 {Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 60) dengan
ketentuan bahwa penghasilan yang terendah setelah di-
tambah tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurang-
kurangnya Rp 10.0006,- {sepuluh ribu rupiah).

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
diberikan Tunjangan Kerja sebesar -900% (sembilan ratus
perseratus) dari gaji pokok di atas penghasilan yang
berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Pemerintah
Npmof 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Ang-
katan Bersenjata Republik Indonesia 1968 {(Lembaran Ne-

_gara Tahun 1967 Nomor 26, Tambahan Lebaran Negara No-

mor 2834) sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

'?ahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3, Tam-

bahan Lembaran Negara Nomor 3020) dengan'ketentﬁan'bah‘

‘'wa penghasilan yang terendsh setelah ditambah tunjangan
kerja tersebut berjumlah sekurang-kurangnya Rp 10.000,-

{sepuluh ribu rupiah}.
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Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Ter-
tinggi/Tinggi Negara serta Ketua Muda Mahkamah Agung
diberikan Tunjangan Kerja sebesar 900% (sembilan ra-
tus perseratus) dari gaji/gaji kehormatan, di atas
penghasilan yang berhak diterimanyd berdasarkan Per-
aturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/
gaji KehcrmaténfUang Kehormatan Ketua, Wakil Xetua,
dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ( Leu-
baran Negara Tahun 1974 Nomor 18}.

Kepada Menteri Negara dibevikan Tunjangan Kerja s¢-
besar 900% (sembilan ratus perseratus) dari gaii re-
kok di atas penghasilen yang kerhak diterimanya ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967
tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa ka i ditambah
dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintali No-
mor 14 Tahun 1974 tentang Permbahan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Kedudukan Ko -
uangan Menteri Negara Republik Indonesia ( Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 17}, o

Kepada Presider dan Wakil Presiden diberikan Tunjanyg-

an Kerja sebesar 500% (sembilan ratus perseratus) da-
ri gaji pokok di atas penghasilan yang be-hak diteri-

manya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 206 Tahun

1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan  Wakili
Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1873 Nomor 3Z, Tambahan Lembarzan Negara Nomor 3007},

Pasal 2.

Besarnya juran-iuran yang dipungut dari penghasilien

Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ditetapkan nenurut
persentasi dari penghasilan vang dimaksud dalam. Pa-
sal 1. ‘

(2) Besarnya ......c.v00nn
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(2}. Besarnya persentasi yang dimaksud dalam ayat {1}

dan perincian penggunaannya ditetapkan lebih
ianjut dengan Keputusan Presiden,

Pasal 3

Sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini di-

nyatakan tidak berlaku lagi

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 tentang v

Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Si-
pil {lembaran Negara Tahun 1970 Namor 16, Tambak-
an Lembaran Negara Nomor 2925} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tzhun 1970 tentang
Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Anggota Angkatan
Bersenjata Republik_indonesia (Lembaran  Negara

, Tahun 1970 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara No-

mor 2926) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Pemberian Tunjangan Kerja kepada Menteri Negara

Republik Indoncsia (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 23) ; ;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1270 tentang

Pember1an Tunjangan Kerja kepada Pegahat Lenzbag’1
1embaga Negara Tertinggi temmaksud ayat (i)} sam -

- pai dengan ayat (3) Pasal 1, Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1970

Nomor 24}

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 tentang a

Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri
dan Pejabat Negara sébagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10, 11, 14, dan 15

Tahun 1970 {Lembharan Negara Tahun 1971 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2961}

a
-

f. Peraturan.....
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 tentang Pe-

ningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pe-
jabat Eegaré sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 (Lembaran Negara Ta-
hun 1872 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2981) yang telah beberapa kali ditambah dan diubah
terakhir dengan Peraturan Femerintah Nomor il Ta-
hun 1974 (Lembaran Negara‘Tahun 1974 Nomor 14, Tan-

- bahan Lembaran Negara Nomor 3027) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tun-
jangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Pe-
neliti, Hakim, dan Panitera (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3028).

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Ja-
nueari 1976,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinys, meme-

rintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan -

penempatannya calam Lembaran Negara Republik Indonesia.

.Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd ‘
Diundangkan di Jakarta : SOEHA RVT O

i Pada tanggal 10 Desember 1874 - JENDERAL TNI

MENTERI/SEXRETARIS NEGARA
, REPLRT.IK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONG, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IN) ONESIA TAHUN 1974 NOMOR 59
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAN REPUBLIK INDONESIA ~ °
NOMOR 41  TAHUN 1974 | o
TENTANG

TUNJANGAN KERJA BAGY PEGAWAI NEGERI
DAN PEJABAT NEGARA

FENJELASAN UMUM

Dalanm rangka usaha Pemerintah melénjutkan perbaikan penghasilian
Pegawai Negeri dan Pejabat Negara secara bertahap, dipandang peoriu
‘meningkatkan penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sesnni
dengan kemampuan keuangan Negara. '

Bahwa untuk penyederhanaan tatausaha keuépgan Negare dan penye-
ragaman dalam pemberian tunjangan, dipandang periu mengintggraéikan
tunjangan kerja, tambahan tunjangan kerja, dan tunjangan kerja kou-
sus menjadi satu macam tunjangan kerja. .

Peningkatan penghasilan tersebut berups peningkatan Tunjangan
¥erja sebesar 500% (sembilan ratus perseratus) dari gaji pokol/gaii,

-
o
3
:

gaji kehormatan masing-masing Pegawail Negeri dan Pejabat Negara se-
tiap hulannya. '

Tunjangan Kerja yang dimaksud dalam Peréturan Pemerintal ini
mulal beviaku pada tanggal 1 Jaruari 1975.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pesal 1 sampai dengan Pasal 4

Cukup jelas.

~

TAMEAHAN LEMBARAN VEGARA REPUBLIK INDONESTA NOMOR 3042.




